Tolak KUHP Baru?

OK, sah sudah Ran-
I cangan Kitab Un-
dang-Undang Hu-
kum Pidana (RKUHP) men-
jadi undang-undang yang
akan diberlakukan dalam be-
berapa waktu ke depan. Se-
buah undang-undang yang
telah lama mengalami per-
gulatan dalam pembuatan
dan pengesahannya. Dimulai
tahun 1963 dan baru disah-
kan pada 2022. Penantian
yang lama itu sekarang ber-
akhir walaupun tetap dengan
pro kontra tentang pember-
lakuannya. ' .
Selama ini kita mengenal
ada tiga urgensi kenapa kita
harus segera memiliki KUHP
baru. KUHP yang sejatinya
adalah Wetboek Van Straf-
recht Voor Nederlandsch In-
die sudah berusia 200 tahun.
KUHP peninggalan kolo-
nial ini merupakan hukum
pidana aliran klasik yang
melindungi kepentingan in-
dividu, bukan kepentingan
masyarakat dan negara.
Hukum pidana dipakai seba-
gal sarana balas dendam.

Alasan kedua, KUHP pe-

ninggalan kolonial tersebut
sudah out of date padahal ki-
ta sudah masuk pada zaman
5.0. Yang sangat penting dan
tanpa kita sadari, di ling-
kungan praktik peradilan ju-

ga di perguruan tinggi ba-

nyak versi KUHP yang dipa-
kai sehingga mengganggu
penegakan hukum.
-Misalnya dalam penegak-
an hukum pidana, ketika se-
seorang disangka melakukan
kejahatan, aparat penegak
hukum memakai terjemahan
KUHP yang mana untuk me-
nuduh tersangka tersebut.
Penentuan keabsahan dari

Edi Setiadi

Guru Besar Hukum Pidana,

suatu terjemahan ini sangat
penting karena terdapat per-
bedaan yang mendasar dari
masing-masing terjemahan
tersebut,
mengganggu rasa keadilan
bagi para pencari keadilan.

Contohnya dalam Pasal
362 KUHP, terdapat frasa
kata melawan hak dan mela-
wan hukum (terjemahan-
nya), sebab kedua istilah ini
ada perbedaan prinsipil.

Melawan hak pasti mela-
wan hukum, tetapi melawan
hukum belum tentu mela-
wan hak. Dengan deniikian
apabila penegak hukum sa-
lah memahami, akan meruy-
gikan pencari keadilan. Be-
lum lagi tentang perbedaan
terjemahan dalam ancaman
hukuman.

Harapan baru
KUHP baru merupakan
sesuatu yang baru. Hal ini
terlihat dalam Buku I, ada
perubahan signifikan. Dalam
KUHP baru ini sudah ber-
orientasi pada keadilan ko-
rektif yang artinya bukan
penjahatnya yang diberan-
tas, tetapi kejahatannya.
Keadilan restoratif me-
nunjukkan, walaupun sese-
orang sudah tersangkut per-
kara pidana, tujuan pemida-

" naan itu adalah untuk mem-

bangun kembali sikap yang
lebih baik, dan keadilan re-
habilitatif yang lebih mene-
kankan resosialisasi daripa-
da penghukuman. Hal ini
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sehingga dapat

berbeda jauh dengan KUHP
lama yang berorientasi pada

aspek punitive (penghukum-*

an) saja. ) _

Konsekuensi logisnya, filo-
sofi pemidanaan pun ber-
ubah. Pidana penjara bukan
merupakan hal utama. Da-
lam penjatuhan pidana, ha-
kim harus memperhatikan
beberapa aspek, misalnya
batas/standar/parameternya
sebanyak 13 standar.

Fungsinya untuk memba-
tasi kebebasan hakim, dan
ini merupakan bentuk kema-
juan dari pemikiran lama
bahwa hakim adalah corong
undang-undang.

Dalam menentukan lama-
nya hukuman, KUHP baru
mempunyai sistem yang
disebut modified delphi sys-
tem, yaitu harus memper-
hatikan tujuh kriteria. Hu-
kuman maksimal bisa dija-
tuhkan kalau semua kriteria
terpenuhi.

Namun, kalau hanya lima
kriteria, hukumannya lebih

ringan. Dengan demikian, -

secara eksplisit verbis KUHP
baru ini tidak lagi mencede-
rai rasa keadilan masyarakat.

Malah secara progresif
KUHP baru ini menegaskan,
apabila kepastian hukum
bertentangan dengan keadil-
an, yang harus dimenangkan
adalah keadilan. Hukum
haruslah mempunyai fungsi
keadilan, kemanfaatan, dan
kepastian.

Keluhan masyarakat ten-

-

tang perbedaan hukuman
antara satu tempat dengan
tempat lain walaupun kasus-
nya sama dapat diminimal-
kan bahkan tidak akan terja-
di lagi, karena hakim mem-
punyai pedoman jelas dalam
‘memutus suatu perkara yang

sama, tanpa mengurangi

sifat otonom dari hakim dan

stelsel pemidanaan yang di-
_anut. *

Penolakan terhadap pem-
berlakuan KUHP baru ini
adalah hak setiap orang de-
ngan beragam argumentasi-
nya, tetapi agak janggal juga
apabila masih berkeinginan
memberlakukan KUHP lama
yang jelas-jelas spirit, jiwa,
dan filosofinya adalah kolo-
nial. Pertanyaannya, kenapa
kita tidak menolak sekaligus
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1946 yang notabene
memberlakukan  Wetboek
Van Strafrecht Voor Neder-
landsch Indie?

Masyarakat mungkin ha-
rus diberi pengertian, mem-
buat sebuah KUHP yang da-
pat memenuhi harapan selu-
ruh masyarakat Indonesia
tentu tidak mungkin, sebab
bisa saja suatu perbuatan
yang harus dinyatakan seba-
gai sebuah tindak pidana,
antara satu daerah dan dae-
rah lain masyarakatnya ber-
beda pandangan. KUHP kita
dibangun di atas dasar ke-
majemukan dan heteregoni-
tas masyarakatnya.

Akan tetapi, pro kontra
yang terjadi dalam meny1-
kapi pengesahan KUHP ba-
ru, tidak perlu dilakukan de-
ngan cara-cara yang tidak
beradab. Saluran resmi dan
yang lebih eleegan untuk
menguji isi KUHP baru ini
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dapat dilakukan melalui me-
kanisme uji materiel di
Mahkamah Konstitusi.

Kalaupun tetap masih
diberlakukan, kepercayaan
penuh kita serahkan kepada
aparat penegak hukum un-
tuk menjalankan KUHP baru
tersebut.

Jalannya penegakan Hu-
kum akan membawa hasil
apabila semua pi}_lak ber-
tumpu pada prinsip pene-
gakan hukum yang ber'lan— _
daskan pada asas keadilan,
keseimbangan, dan keman-
faatan bagi semua pihak.

Dengan KUHP yang di-
anggap tidak aspiratif, ade-
mokratis, dan mengekang
HAM, maka dengan apara-
tur penegak hukum yang
berintegritas, akan dicapai
suatu penegakan hukum
yang memenuhi prinsip su-
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